BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pasar modal yang memiliki sejarah tertua di Asia Tenggara,

perkembangan pasar moda IndoneSiamdinilai, memiliki prestasi yang cukup
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Ary Suta, 2000:91). Sebagai imbarD ayaan, yaitu sumber pendanaan bagi
perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan modal dalam pengembangan
usaha. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menambah pemasukan modal
adalah melalui mekanisme go public di pasar modal. Dengan menjual saham di
pasar modal, perusahaan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sumber
modal bagi kebutuhan investasinya, sementara masyarakat selaku investor yang
memiliki dana memperoleh kesempatan untuk turut mendapatkan keuntungan
jangka panjang dari perusahaan yaitu pendapatan atau tingkat kembalian investasi
(return) baik berupa pendapatan dividen (dividen yield) maupun pendapatan dari
selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain) (E.P Pratomo, U.
Nugraha, 2009:15).



Untuk menarik minat investor di bidang pasar modal, kepercayaan
merupakan salah satu faktor penting. Kepercayaan tersebut selanjutnya dapat
berpengaruh pada perdagangan efek, yang ditunjang pula berbagai faktor antara
lain keterbukaan dan ketersediaan informasi perusahaan emiten, adanya otoritas

yang kuat dan regulasi yang cuku (Asril Sitompul dkk, 2007:1). Selanjutnya

diperdagangk n di pasa sebut.
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erselliaan mf@aﬂ fakt
or dafwpublik mefupakan salah satu

mencegah adanya pelanggarn dan enypaian informasi yang tidak benar
(Munir Fuady, 2001:78).

Pada saat ini peningkatan prestasi pasar modal yang berperan penting bagi

pembangunan perekonomian Indonesia pada kenyataannya kurang diimbangi
dengan adanya peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan para pihak
yang terkait. Tidak dipungkiri bahwa penggunaan teknologi disertai sistem yang
kompleks dan rumit merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kasus
pelanggaran dalam pasar modal. Kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kasus yang berkaitan dengan keterbukaan emiten
dan perusahaan publik dan kasus yang berkaitan dengan transaksi efek. Kasus
yang berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik antara lain

pelanggaran transaksi benturan kepentingan, penyajian laporan keuangan,



informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik,
transaksi material dan hal lain yang terkait. Sedangkan kasus yang berkaitan
dengan transaksi efek antara lain dugaan insider trading, manipulasi pasar dan
atau perdagangan semu.

Berdasarkan annual report Bapepam selama periode tahun 1995-2005

Keterangan

Sanksi administratif

Sanksi administratif

Utama, Tbk.

3. 1997 | Perdagangan Saham PT. Elang | Sanksi administratif
Raealty

4, 1998 | Perdagangan SahamPT. Semen | Tidak cukup alat bukti
Gresik, Tbk.

5. 1999 | Perdagangan Saham PT. Bank Bali, | Tidak cukup alat bukti
Tbk.

6. 2000 | Perdagangan Saham PT. Fiskaragung | Sanksi administratif
Perkasa, Tbk.

7. 2001 a. Perdagangan Saham PT. Bank | Tidak cukup alat bukti
BCA, Tbk.




b. Perdagangan Saham PT. | Sanksi administratif
AdesAlfindo Putra setia, Tbk.
(ADES).

8. 2002 | Perdagangan saham PT. Indosat, Tbk. | Tidak cukup alat bukti

9. 2003 | Tidak ada kasus yang diindikasikan -

10.| 2004

Tidak cukup alat bukti

11.| 200 Sanksi administratif

Sumber: Anfual Re Bapepam Lgah

dibuktikan oleh Bapepam adalah Insider trading. Sebagai negara yang sedang
berkembang, ketentuan mengenai peraturan di bidang pasar modal masih sangat
kurang, terutama dalam penegakan hukum terhadap insider trading. Survei yang
dilakukan oleh Universitas Michigan pada tahun 2005-2006 terhadap 33 (tiga
puluh) negara memberikan hasil bahwa Indonesia masih memiliki peraturan yang
cukup lemah terhadap penegakan hukum bagi insider trading. Data indeks
tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penggabungan peraturan insider
trading masing-masing komponen hukum negara terhadap insider trading. Indeks
dibentuk dengan menambahkan satu poin, dengan parameter dasar, yaitu (Art A.
Durnev, Amrita S. Nain, 2007:10):

1. Pelanggaran hukum insider trading merupakan tindak pidana kejahatan;



2. Pihak-pihak yang menerima informasi dari orang dalam dilarang mengikuti
kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan informasi material yang belum
dipublikasikan;

3. Orang dalam dilarang membocorkan informasi tentang informasi material

yang belum dipublikasikan da atau mendorong mereka untuk melakukan

Indonesia g fengenai @ider ding yang relatif
longgar, yalitt ' in /s / @al 5 poin, sementara poin

yang diperoleh dari dalam perusahaan (inside information) yaitu informasi
material yang penting dan relevan baik mengenai peristiwa, kejadian, atau
termasuk pula fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek/saham di
Bursa Efek dan juga dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi
bagi investor. Informasi ini dilarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi
karena informasi ini belum tersedia untuk umum, sehingga di satu pihak dapat
menghasilkan keuntungan yang tidak fair bagi si pelaku insider trading, dan akan
menyebabkan kerugian bagi investor yang diakibatkan oleh terpengaruhinya
harga dalam perdagangan saham di Bursa Efek. Praktik insider trading
merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau transparansi yang pada

akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor



terhadap pasar modal Indonesia. Dari segi substansial, keterbukaan atau
transparansi memampukan publik untuk mendapatkan akses informasi penting
yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien
apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan

disertai dengan kualitas informasi yang sama atau disebut juga equal treatment

negara (Irsa N asargdi

Pasar Modal' dik kkan

Bapepam telah berhasil menyeles n stu kasus mengenai praktik insider
trading pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang selanjutnya
dapat disebut sebagai PT PGN Tbk. Adapun permasalahannya berawal dari
adanya dugaan telah terjadi praktik insider trading dalam transaksi saham PT
PGN Tbk. di pasar modal Indonesia pada periode 11 Januari 2006 sampai dengan
12 Januari 2007 terkait dengan adanya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi
yang harus segera diumumkan kepada publik dan tentang pemberian keterangan
yang secara material tidak benar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu pada Pasal 86, Pasal 93, Pasal
96, Pasal 97 ayat (1) dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara

lebih mendalam mengenai penanganan kasus oleh Bapepam terhadap praktik



insider trading yang dalam pembuktiannya termasuk dalam kategori tidak mudah.
Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan hukum
(skripsi) dengan judul: “PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL-LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM
PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER

penelitian |
berikut:
1. Bagaimanakah penang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu
penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan dalam pelaksanaan penelitian.
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan obyektif
a. Untuk mengetahui proses penanganan kasus yang dilakukan Bapepam-
LK terhadap insider trading pada transaksi saham PT Perusahaan Gas

Negara Thk.



b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Bapepam-LK belum
mengoptimalkan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku insider
trading.

2. Tujuan subyektif

a. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek

dan hukum perdata pada khususnya, yang berkaitan pelaksanaan tugas
Bapepam-LK dalam pengawasan perdagangan orang dalam (insider
trading).
2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis
sekaligus  untuk  mengetahui kemampuan penulis dalam
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas
permasalahan yang diteliti.

¢. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.



E. Metode Penelitian
Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Secara
lebih rinici, metodologi diberikan pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah,
studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistim dari prosedur dan
2010:5-6).

teknik penelitian (Soerjono Soekantg

di atas dapat dis@an 3 atnya memberikan

pedoman, téntang Gara-cara se

adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
hukum empiris. Pada penelitian empiris, penelitian bermula pada data
sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer
di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52).
Selanjutnya secara lebih khusus, penelitian dasar dengan menggunakan studi
kasus tunggal. Penelitian dasar merupakan jenis penelitian yang banyak
dilakukan secara individual terutama di lingkungan akademis (HB. Sutopo,
2006:135). Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal, bilamana
penelitian tersebut terarah pada sasaran dengan satu karakteristik, yang berarti

bahwa penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran yakni satu lokasi,
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atau satu subjek (HB. Sutopo, 2006:140). Dalam penelitian ini penulis
menetapkan fokus subjek penelitian yaitu PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang

ang bersifat deskriptif yang

mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi
pses, d r@’% itannya mengenai hal-

lengkap, dan
(HB. Sutopo,

metode’ kualitatif deskriptif
itian_dni dimaksudkan untuk

(insider trading) yang dila PT Perusahaan Gas Negara Tbk, serta
apa saja kendala yang dihadapi Bapepam dalam menangani kasus
perdagangan orang dalam (insider trading) yang dilakukan oleh PT

Perusahaan Gas Negara Tbk.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan
kualitatif terdapat dua macam pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu
pendekatan holistic dan pendekatan terpancang. Pendekatan yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terpancang, Vyaitu

merupakan penelitian kualitatif yang sudah menetukan fokus penelitian
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berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat
penelitian sebelum peneliti masuk ke dalam lapangan studinya. Selain itu
peneliti juga perlu mengkaji dan mengkaitkan variabel lain yang posisinya
penting dan ditemukan di lapangan, meskipun dalam proposal belum
diketahui dan dipersiapkan (HB. Sutopo, 2006:30-40).

data sekunder.

a. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Maka sumber data primer
dalam penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dengan para
pegawai Bapepam terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b. Data sekunder
Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap, dapat dipergunakan
dengan segera, dan tidak terbatas pada waktu maupun tempat (Soerjono
Soekanto, 2010:12). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini
adalah buku dan dokumen-dokumen lain yang erat hubungannya dengan
permasalahan insider trading. Data sekunder dapat dibagi atas:
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1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer terdiri dari:
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

45 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan Kegiatam di Bidang

Pasar Modal.

006 tentang Tata Cara

6. Teknik Pengumpulan D

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara
atau interview (Soerjono Soekanto, 2010:21). Dalam penelitian ini
pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan
studi dokumen-dokumen pendukung.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara.
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu

dengan tatap muka maupun tidak (HB. Sutopo, 2006:190). Penelitian
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yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu
wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara (HB.
Sutopo, 2006:193). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap
beberapa pegawai Bapepam-LK.

an studi dokumen.

perda@an hukum pasar modal,

au@ bentu

merupaka asi enelitian 0 a -LK serta dari bahan

-bentuk lain yang

umen yang diperoleh

7. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang digunakan adalah
tahap analisis data. Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian
yaitu untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang diteliti. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, adalah suatu cara
penelitian yang menghasilkan data deskripsi-analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya
nyata, yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono
Soekanto, 2010: 250). Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan
adalah interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen

yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan
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kesimpulan (verifikasi) yang diaktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses
pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut (HB.
Soetopo, 2006: 40). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini:

Pengumpulan
Data

Penarikan
Simpulan

yaitu pendahuluan, tinjauat
ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun penulis
menyusun sistematika penelitian hukum adalah sebagai berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,
metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan hukum.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan
tinjauan hukum tentang pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan, prinsip keterbukaan, dan teori efektivitas



15

penegakan hukum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis
akan menampilkan bagan kerangka alur pemikiran penulis.

BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam hal ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan

yang ada melalui hasil dari penelitian yang diperoleh, yaitu membahas

insider trading pada transaksi s Perusahaan Gas Negara Tbk.
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dan® dasai



